
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan D aerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 
8 Agustus 1950} sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat U Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik [ndonesia Nomor 5589); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 [Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59); 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi proses :_:,emilihan penyedia barang/ jasa agar 
pelaksanaannya dapat berjalan secara terintegrasi dan 
terpadu, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur 
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalar huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Unit 
Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang; 

BUPATI P~MALANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

STANDAR OPERAS:ONAL PROSEDUR 
UNIT LAYANAN PENGADAAN 

KABUPATEN PEMALANG 

TE:.'lTANG 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR t5 TAHUN 2015 

BUPATI PEMALANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 
Nomor 20); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 15); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 
Nomor 21); 
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Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pernalang. 
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pernerintahan Daerah yang rnernimpin pelaksanaan urusan pernerintahan 
yang rnenjadi kewenangan daerah otonorn. 

3. Bupati adalah Bupati Pernalang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pernalang; 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pernerintah Kabupaten 
Pemalang. 

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk rnelaksanakan tugas 
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 
anggaran dalarn rnelaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

8. Pejabat Pembuat Kornitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ 
Jasa. 

9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP 
adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 
tugas dan fungsi organisasi. 

10. Kelornpok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok 
kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang 
dan dapat ditambah sesuai dengan kornpleksitas pekerjaan, yang bertugas 
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa di Lingkungan 
Pernerintah Kabupaten Pemalang. 

11. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa 
Lainnya. 

12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan 
Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk rnernperoleh Barang/ Jasa 
oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi 
yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sarnpai 
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN 
PEMALANG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pernalang Nornor 16 Tahun 
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pernalang 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Pernalang Tahun 2012 
Nornor 16, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten 
Pernalang Nornor 16); 
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Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. Standar Operasional dan Prosedur Pengajuan Fasilitasi Pemilihan Penyedia 

Barang/ J asa; 
b. Standar Operasional dan Prosedur Pengumuman Lelang dan Penerimaan 

Dokumen Penawaran; 
c. Standar Operasional dan Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa 

Motode Pascakualifikasi Satu Sampul; 
d. Standar Operasional dan Prosedur Permintaan User ID dan Pasword 

Kelompok Kerja ULP. 

Pasal3 

BAB III 
RUANO LINGKUP 

(2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur ULP adalah agar 
terselenggara proses pemilihan penyedia barang/ jasa secara efektif, efisien, 
terintegrasi dan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

( 1) Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur ULP adalah sebagai 
pedoman bagi Pokja ULP dalam melaksanakan tugas fungsinya melakukan 
proses pemilihan penyedia barang/ jasa. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

13. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit 
organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya 
yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat 
permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 

14. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok 
Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan 
yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa. 

15. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi 
elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara 
nasional yang dikelola oleh LKPP. 

16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE 
adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi 
Lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan 
Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik. 

1 7. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak sistem Pengadaan Secara 
Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui website 
LPSE. 

18. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari 
pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE. 

19. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh 
pengguna untuk memverifikasi user ID kepada aplikasi SPSE. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 15 

BUDHIRAHARDJO 

---- 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG 

~ 

Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal 4 Pe bruari 2015 

JUNAEDI 

J- 
BUPATI PEMALANG, 

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal 4 Pe bruari 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

BABV 
PENUTUP 

( I J Standar OperasionaI dan Prosedur Pengajuan Fasilitasi Pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Standar Operasional dan Prosedur Pengumuman Lelang dan Penerimaan 
Dokumen Penawaran tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

(3) Standar Operasional dan Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
Motode Pascakualifikasi Satu Sampul tercantum pada Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Standar Operasional dan Prosedur Permintaan User ID dan Pasword 
Kelompok Kerja ULP tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 

BAB IV 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
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1. Berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan [RPP] 
dicatat dan didata sebagai data elektronik dan 
manual dalam berkas kearsipan Sekretariat ULP 

2. Berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan [RPP] 
dicatat dan didata sebagai data elektronik dan 
manual dalam berkas kearsipan Kelompok Kerja 
ULP 

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan 
aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan 

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku 
terkait perlengkapan, waktu maupun output 
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang 
harus diperta.nggungjawabkan oleh pelaksa.na 

PENCATATAN DAN PENDATAAN PERINGATAN 

1. Rencana Umum Pengadaan [RUP] 
2. Rencana Pelaksanaan Pengadaan [RPP] 
3. Surat permohonan kelengkapan Dokumen RPP 
4. Serita acara rapat pembahasan RPP 
5. Surat permohonan keputusan PA/KPA 
6. Suratjawaban/keputusan PA/KPA 

1. SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan File 
Dokumen Penawaran 

PERLENGKAPAN/PERALATAN KETERKAITAN 

1. Pejabat Pembuat Komitmen [PPKom] mampu 
menyusun dan menetapkan Rencana Pelaksanaan 
Pengadaan [RPP] barang/ jasa 

2. Kepala ULP mampu memimpin dan 
mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP yang 
berkaitan dengan PPKom 

3. Kelompok Kerja ULP mampu memeriksa 
kelengkapan dokumen Rencana Pelaksanaan 
Pengadaan [RPP] dan berkoordinasi dengan PPKom 
melalui Sekretariat ULP 

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 
Tahun 2014 ten tang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan 

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

4. Peraturan Kepala Lernbaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2012 tentang e-Tendering 

5. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 
050/ 10/Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Bupati Pemalang Nomor 050/642/ Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Keputusan Bupati 
Pemalang Nomor 050/ 10/Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 
Kabupaten Pemalang 

NOMORSOP 01 

i TANGGAL PEMBUATAN 4 Pebruari 2015 
TANGGAL REVISI 

TANGGAL EFEKTIF 4 Pebruari 2015 
PEYERINTAH KABUPATEN PEMAIANG DISAHKAN OLEH BUPATI PEMALANG 

SEKRETARIAT DAERAH NAMA SOP SOP PENGAJUAN FASILITASI 
BA.GIAN ADMlNlSTRASI PEUBANGUNAN PEMILIHAN PENYEDIA 

BARANG/JASA 
DASARHUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

PROSED UR UNIT LA YANAN PENGADAAN 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 15 TAHUN 2015 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
KABUPATEN PEMALANG 
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1. Dokumen Pengadaan 
2. Data Penyedia 

2. SOP Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Metode 3. Hasil Penjelasan Pekerjaan 
Pascakualifikasi Satu Sampul 4. Hasil Peninjauan Lapangan 

5. Surat Permintaan Persetujuan Perubahan Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan 

6. Surat Penolakan Perubahan Rencana Pelaksanaan 
Pengadaan 

7. Surat Persetujuan Perubahan Rencana Pelaksanaan 
Pengadaan 

8. Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi 
Penyedia 

1. SOP Pengajuan Fasilitasi Pemilihan Penyedia 
Barang/ Jasa 

PERLENGKAPAN/PERALATAN KETERKAITAN 

1. Kelompok Kerja ULP mampu menyusun rencana 
pemilihan penyedia barang/jasa dan 
mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ 
jasa di website Pemerintah Kabupaten Pemalang, 
papan pengumuman resmi serta Portal Pengadaan 
Nasional melalui LPSE Kabupaten Pemalang 

2. Peserta Lelang/Seleksi mampu menyiapkan 
dokumen penawaran dan menyampaikan 
penawaran tersebut sesuai prosedur yang berlaku 

3. Pejabat Pembuat Komitmen mampu mernper­ 
timbangkan dan memutuskan permintaan 
persetujuan perubahan Rencana Pelaksanaan 
Pengadaan 

4. Kepala ULP mampu mengkoordinasikan anggota 
Kelompok Kerja ULP dalam melaksanakan 
penyiapan dokumen penawaran 

5. PA/ KPA mampu menetapkan cara pelaksanaan 
Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan sifat dan 
ruang lingkup pekerjaan serta mempertimbangkan 
pernyataan keberatan dari Pejabat Pembuat 
Komitmen 

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerin tah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan 

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2012 tentang e-Tendering 

5. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 
050/ 10/Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Bupati Pemalang Nomor 050/642/ Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Keputusan Bupati 
Pemalang Nomor 050/10/Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 
Kabupaten Pemalang 

KUALIFIKASI PELAKSANA DASARHUKUM 

NAMA SOP SOP PENGUMUMAN LELANG 
DAN PENERIMAAN 

DOKUMEN PENAWARAN 

DISAHKAN OLEH BUPATI PEMALANG 
TANGGAL EFEKTIF 4 Pebruari 2015 
TANGGAL REVISI 

PEMERINTAH KABUPATEN PEIWANG 
SEKRETARIAT DAERAH 

BAGIAN ADMJNISTRASI PEMBANGUNAN 

TANGGAL PEMBUATAN 4 Pebruari 2015 
02 NOMORSOP 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 15 TAHUN 2015 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN 
KABUPATEN PEMALANG 



Berkas yang terkait dengan penyiapan dokumen 
pengadaan dicatat dan didata sebagai data 
elektronik dan manual dalam berkas kearsipan 
Kelompok Kerja ULP I 

1 . Berkas yang terkait dengan penyiapan dokumen 
pengadaan dicatat dan didata sebagai data 
elektronik dan manual dalam berkas kearsipan 
Sekretariat ULP 

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan 
aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan 

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku 
terkait perlengkapan, waktu maupun output 
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang I 2. 
harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 

I PENCATATAN DAN PENDATAAN PERINGATAN 
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1. SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan l. Dokumen Penawaran 
Dokumen Penawaran 2. Kertas kerja evaluasi dan pembuktian kualifikasi 

3. Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi 
4. Nota Dinas 
5. Surat Usulan Calon Pemenang 
6. Lembar Disposisi 
7. Surat Penetapan Pemenang 
8. Surat Pernyataan Evaluasi Ulang 
9. Surat Pemyataan Lelang Ulang 
l O Sanggahan 
11. Jawaban Sanggahan 
12. Sanggahan Banding 
I 3. Jawaban Sanggahan Banding 

KETERKAITAN PERLENGKAPAN /PERALATAN 

7. Sekretaris Daerah mampu mencermati dan 
menjawab permasalahan sanggahan banding sesuai 
ketentuan yang berlaku 

6. PA/KPA mampu menetapkan penyedia barang/jasa 
sesuai dengan kewenangannya dalam proses 
pemilihan penyedia barang/jasa 

4. Pejabat Pembuat Komitmen memahami proses 
pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan 
yang berlaku 
APIP mampu melakukan pengecekan pada proses 
pemilihan penyedia sebelum PA/KPA menetapkan 
pemenang 

1. Kelompok Kerja ULP mampu menangani dan 
menjawab sanggahan serta menyampaikan basil 
pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPKom 
Peserta Lelang/Seleksi mampu mengikuti seluruh 
tahapan dalam proses pemilihan penyedia/jasa 
sesuai ketentuan yang berlaku 

3. Kepala ULP mampu memimpin dan 
mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP dalam 
pemilihan penyedia barang/jasa 

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
ten tang Pengadaan Ba.rang/ Jasa Pemerintah 
sebagairnana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 2. 
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan 

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 5· 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2012 tentang e-Tendering 

5. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 
050/ 10/Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Bupati Pemalang Nornor 050/642/ Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Keputusan Bupati 
Pemalang Nomor 050/ 10/Tahun 2014 ten tang 
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 
Kabupaten Pemalang 

KUALIFIKASI PELAKSANA 

NJ\MA SOP SOP PEMILIHAN PENYEDIA 
BARANG/JASA METODE 

PASCAKUALIFIKASI 
SATU SAMPUL 

DISAHKAN OLEH BUPATI PEMALANG 
TANGGAL EFEKTIF 4 Pebruari 2015 

TANGGAL PEMBUATAN 4 Pebruari 2011 
f\:OMORSOP 

DASARHUKUM 

03 

TANGGAL REVISI 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMAIANG 
SEKRETARIAT DAERAH 

BAGIAN ADMJNISTRASI PEIIBANGUNAN 

i 

LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 15 TAHUN 2015 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN 
KABUPATEN PEMALANG 



PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan 1. Berkas pemilihan penyedia barang/jasa dicatat dan 
aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan didata sebagai data elektronik dan manual dalam 

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku berkas kearsipan Sekretariat ULP 
terkait perlengkapan, waktu maupun output 2. Berkas pemilihan penyedia barang/jasa dicatat dan 
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang didata sebagai data elektronik dan manual dalam 
harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 

I berkas kearsipan Kelompok Kerja ULP 
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- 
NOMOR SOP 04 

i TANGGALPEMBUATAN 4 Pebruari 2015 --- 
TANGGAL REVISI 

TANGGAL EFEKTIF 4 Pebruari 2015 
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DISAHKAN OLEH BUPATIPEMALANG 

SEKRETARIAT DAERAH NAMA SOP SOP PERMINTAAN USER ID/ 
BAOIAN ADMINISTRASI PEMBANOUNAN PASSWORD KELOMPOK 

KERJA ULP 
DASARHUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 
1. Pera tu ran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 1. Kepala ULP mampu memfasili tasi proses 

tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah permintaan user ID dan password untuk Kelompok 
sebagaimana telah diubah beberapa kali Kerja ULP 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 1 72 2. LPSE mampu memfasilitasi proses pemberian user Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas ID dan password untuk Kelompok Kerja ULP Pera tu ran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 3. Kelompok Kerja ULP memahami dan mampu 

melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa 2. Pera tu ran Kepala Lernbaga Kebijakan sesuai prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan 

3. Pera tu ran Ke pal a Lernbaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2012 ten tang Petunjuk Teknis 
Pera tu ran Presiden Nomor 70 Tahun 2012 
ten tang Perubahan Kedua atas Pera tu ran 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

4. Pera tu ran Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2012 tentang e-Tendering 

5. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 
050/10/Tahun 2014 ten tang Pembentukan 
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Bupati Pemalang Nomor 050/642/ Tahun 2014 
ten tang Perubahan atas Keputusan Bupati 
Pemalang Nomor 050/ 10/Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 
Kabupaten Pemalang 

KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERALATAN 
- 1. Surat permohonan pembuatan user ID dan 

password Kelompok Kerja ULP 
2. Keputusan Bupati tentang Pembentukan ULP 
3. User JD dan Password 

- 
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 
1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan I. Berkas permintaan user ID dan password dicatat 

aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan clan didata sebagai data elektronik clan manual 
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dalam berkas kearsipan Sekretariat ULP 

terkait perlengkapan, waktu maupun output 2. Berkas permintaan user ID dan password dicatat 
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang clan didata sebagai data elektronik dan manual 
harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana dalam berkas kearsipan Kelompok Kerja ULP 

- 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 15 TAHUN 2015 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN 
KABUPATEN PEMALANG 
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